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1. URUSAN PENDIDIKAN
a. Bantuan dana beasiswa nonpersonal (BNP) agar disalurkan tepat waktu. Mastikan agar sekolah tidak memungut biaya masuk sekolah yang memberatkan orang tua khususnya sekolah swasta penerima bantuan.
b. Memperluas cakupan sekolah swasta gratis agar lebih banyak warga terbantu. Peningkatan pemberian insentif pada guru swasta dengan memperhatikan beban kerjanya. Tetap memperhatikan bantuan sarana prasana ke PAUD dan lembaga pendidikan vocasional lainnya. Mendorong pengawasan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yg belum berjalan dengan baik.
c. Memperkuat kelembagaan dan pembinaan pada kursus, pelatihan dan PKBM baik yg dikelola pemerintah maupun oleh masyarakat. Menjalin komunikasi dengan Dirjend vocasional/Direktur Kursus dan pelatihan untuk mendapatkan bantuan biaya  Program Pendidikan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk meningkatkan keterampilan warga kota Tangerang. 
d. Perlu diperhatikan upaya untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang belum mencapai target di 11,71 tahun. Untuk wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang sebaiknya didorong agar RLS bisa tercapai di Angka 12 tahun (lulus SMA/SMK). Karena infrastruktur di jenjang SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi, perlu program terobosan untuk membantu siswa lulusan SMP yg ingin melanjutkan tapi terkendala antara lain terkendala ijazah yang ditahan akibat tunggakan SPP ataupun terkendala biaya. Walaupun sudah ada program sekolah gratis dari Pemerintah Provinsi tapi cakupannya masih terbatas. Intervensi program dapat berupa bantuan sosial untuk pelunasan tunggakan sehingga ijazah yang tertahan bisa diselesaikan maupun bantuan sosial biaya sekolah seperti halnya bantuan sosial kuliah di jenjang Perguruan Tinggi.
e. Terkait penghapusan tenaga honorer di Tahun 2025 sesuai Undang Undang ASN, agar Dinas Pendidikan perlu memberikan perhatian khusus terhadap Guru Non ASN yang telah lama mengabdi agar tetap memperoleh kesempatan dan perlindungan yang layak. Juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan ruang kelas serta segera melakukan penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang masih mengalami kekurangan, berdasarkan kebutuhan riil dan data yang akurat.
2. URUSAN KESEHATAN 
a. Meningkatkan atau minimal mempertahankan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama memastikan warga kurang mampu terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), memastikan setiap puskesmas siap dan lengkap untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat, lebih menekankan deteksi dini dan pengendalian penyakit agar tidak berkembang menjadi kasus berat. Seperti diabetes agar tidak berkembang menjadi penyakit komplikasi dan lain-lain. Memastikan  pembayaran insentif dan tunjangan  tenaga kesehatan terbayar tepat waktu untuk menjaga kinerja dan motivasi tetap terjaga. 
b. RSUD memperbaiki sistem rujukan misalnya jika pasien oleh dokter diharuskan berobat minimal 3 bulan, maka setiap kali mau berobat  tidak perlu harus ada surat rujukan lagi dari fakes pertama. RSUD memperbaiki sistem rujukan misalnya jika pasien oleh dokter diharuskan berobat minimal 3 bulan, maka setiap kali mau berobat  tidak perlu harus ada surat rujukan lagi dari faskes pertama. 

c. Mempercepat respon bagian instalasi IGD agar mengurangi waktu tunggu setiap pasien. Memperkuat jaringan kerjasama dengan Puskesmas dan faskes pertama agar sistem rujukan berjalan dengan baik dan lancar. Agar manajemen  lebih responsif terkait layanan medis. 
d. Memastikan Pukesmas dan RSUD memenuhi Standar Pelayanan Minimal atau SPM, meningkatkan sarana dan prasana termasuk Alat Kesehatan (ALKES) serta mempercepat respon (Response Time) dalam keadaan darurat. Meningkatkan cakupan kepersertaan JKN dan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat agar cakupan Universal Head Coferage (UHC) tercapai maksimal.
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. DPUPR direkomendasikan untuk memperluas kajian pembangunan flyover agar tidak hanya terfokus pada Simpang Jalan Jenderal Sudirman, tetapi juga memprioritaskan perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Maulana Hasanuddin. Langkah ini krusial untuk mengurai kemacetan kronis dan meningkatkan keselamatan transportasi, sehingga penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study) serta DED terintegrasi pada titik (Feasibility). 

b. DPUPR perlu membatasi proyek fisik skala besar pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk menghindari risiko kegagalan eksekusi akibat keterbatasan waktu lelang di akhir tahun. Alokasi ABT sebaiknya diprioritaskan untuk pemeliharaan rutin atau perencanaan teknis,  disertai kewajiban menyusun jadwal lelang sejak awal tahun (Januari) guna mencegah penumpukan beban pekerjaan di triwulan keempat yang berisiko memicu gagal bayar atau gagal konstruksi. 

c. Menyikapi selisih capaian jalan mantap sebesar 2,11%, dinas wajib memprioritaskan penanganan sisa ruas jalan pada semester pertama tahun 2026. Selain percepatan fisik, audit kualitas material aspal dan beton secara berkala pada setiap proyek mutlak dilakukan guna memastikan umur teknis jalan sesuai standar operasional serta mencegah kerusakan dini pasca-pemeliharaan yang dapat merugikan keuangan daerah. 

d. Efektivitas infrastruktur polder harus didukung dengan pembentukan Satgas Konektivitas Drainase yang berfokus pada normalisasi saluran sekunder dan tersier dari sumbatan sampah. Secara bersamaan, penyerapan anggaran pemeliharaan stasiun pompa, termasuk pengadaan suku cadang dan cadangan bahan bakar, harus dimaksimalkan untuk menjamin kesiapsiagaan sistem dalam menghadapi anomali cuaca dan mencegah risiko banjir. 

e. Untuk mengatasi kendala rendahnya serapan belanja modal akibat ketidaksesuaian spesifikasi di platform E-Katalog, dinas perlu melakukan pemutakhiran Standar Satuan Harga (SSH) secara berkala setiap semester. Langkah sinkronisasi ini penting agar standar harga daerah tetap adaptif terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) agar hambatan administratif terkait katalog tidak lagi menjadi kendala berulang dalam pelaksanaan anggaran tahunan. 

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) perlu memperkuat aspek evaluasi fungsi dan pemeliharaan infrastruktur pascakonstruksi agar selaras dengan target RPJMD. Hal ini mendesak dilakukan pada aset yang dibangun melalui APBD 2025, seperti embung di Kecamatan Ciledug, tanggul, serta jaringan jalan yang dilaporkan warga kurang terawat. Selain infrastruktur fisik, optimalisasi fasilitas pendukung seperti CCTV dan penyiapan petugas pemantau lapangan sangat diperlukan guna menjamin kinerja sarana publik tetap maksimal dan berkelanjutan. 
g. Mengingat rencana pengadaan lahan untuk penanggulangan banjir pada tahun anggaran 2025 belum terealisasi— khususnya untuk pembangunan Tandon di Kelurahan Cipadu, Larangan Utara, dan beberapa titik strategis lainnya—DPUPR didesak untuk mengalokasikan kembali anggaran tersebut pada TA 2026. Pemerintah Kota perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan lahan ini secara lebih terukur dan progresif guna mempercepat penyediaan sarana pengendalian banjir yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 
a. Dinas Perkimtan didesak segera melakukan audit  menyeluruh dan mengumumkan daftar inventaris perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum intervensi perbaikan infrastruktur oleh pemerintah sekaligus mengevaluasi serapan anggaran agar fungsi penjemputan aset dari pengembang berjalan lebih agresif dan sistematis.
b. Untuk mengatasi kendala konektivitas jaringan jalan dan drainase, Dinas Perkimtan wajib menyinkronkan spesifikasi teknis pembangunan PSU dengan standar DPUPR. Sinergi lintas dinas ini merupakan syarat mutlak agar setiap pembangunan di wilayah permukiman memiliki keselarasan elevasi dengan jaringan utama kota dan mampu berfungsi maksimal dalam sistem makro perkotaan. 
c. Dinas Perkimtan harus memprioritaskan pemutakhiran data basis perumahan swadaya melalui validasi lapangan yang akurat pada tahun anggaran 2026. Data yang mutakhir sangat penting agar program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang secara objektif.  
d. Dinas Perkimtan didorong untuk mengoptimalkan pemeliharaan berkala aset publik seperti Posyandu dan Graha Kita Bersama (GKB) melalui koordinasi intensif dengan pihak Kelurahan dan  Kecamatan. Penguatan pengawasan di lapangan diperlukan guna memastikan seluruh sarana umum tetap dalam kondisi layak dan fungsinya terjaga dalam jangka panjang bagi pelayanan masyarakat. 
e. Mengapresiasi keberhasilan program RTLH tahun 2025, Dinas Perkimtan diharapkan dapat meningkatkan kuota sasaran pada tahun anggaran 2026 disertai dengan penyederhanaan birokrasi administrasi agar lebih aksesibel bagi warga miskin. Selain itu, perlu dibentuk skema bantuan khusus yang responsif dan cepat tanggap terhadap rumah tinggal korban bencana, seperti musibah kebakaran, guna menjamin percepatan pemulihan hunian bagi masyarakat yang terdampak. 
f. Dinas Perkimtan perlu mengambil langkah agresif dan tegas dalam percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang, termasuk penggunaan hak pengambilalihan aset secara sepihak demi menjamin hak pelayanan publik warga. Sejalan dengan itu, keberhasilan pembangunan Graha Kita Bersama (GKB) harus diperluas dengan memprioritaskan pengadaan lahan di area perkampungan padat, sehingga ketersediaan ruang publik yang representatif dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 
g. Dinas Perkimtan perlu segera menyusun atau menyesuaikan nomenklatur anggaran agar pemeliharaan Balai Warga tetap dapat terakomodasi meskipun telah tersedia program Graha Kita Bersama (GKB). Hal ini penting untuk memastikan bangunan Balai Warga yang ada saat ini tidak terbengkalai dan tetap layak fungsi, mengingat perannya sebagai pusat interaksi warga yang paling dekat di tingkat lingkungan. 
h. Rendahnya realisasi koordinasi penataan ruang memerlukan penguatan signifikan pada fungsi Pengawasan Bangunan (Wasbang) melalui peningkatan frekuensi inspeksi lapangan. Anggaran harus dioptimalkan untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki persetujuan gedung atau melanggar garis sempadan, guna memastikan pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan tetap konsisten dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
a. Merekomendasikan agar Satpol PP melakukan transformasi pendekatan penegakan Perda dari yang bersifat represif menjadi preventif dan edukatif melalui program sosialisasi berbasis perilaku masyarakat. 
b. Satpol PP juga perlu membangun database pelanggaran Perda berbasis wilayah untuk memetakan daerah rawan serta menyusun strategi penertiban jangka panjang. 
c. Penegakan Perda harus diarahkan pada peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat, bukan hanya jumlah operasi penertiban. 
d. Selain itu, peran Linmas perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan.
e. Koordinasi lintas perangkat daerah juga harus ditingkatkan dalam menangani permasalahan ketertiban umum yang bersifat multidimensional.
6. URUSAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)  belum optimal, sehingga perlu masih menjadi prioritas perbaikan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan seluruh masyarakat yang berhak namun  belum tercatat dapat segera terdata. Kalau masyarakat tidak memperbarui kondisi ekonominya, peran dinsos tetap krusial, jangan pasif menunggu, bisa aktif jemput bola melalui koordinasi dengan RT RW, kelurahan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi ekonomi masyarakat.  
b. Kemaren juga di pembahasan dari 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu)  data di DTKS Kota Tangerang, masih terdapat selisih sebesar 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu)  DTSEN yang masih verifikasi, agar selesai di tahun 2026. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin agar mandiri secara ekonomi bukan hanya sekedar sembako/tunai, melakukan verifikasi dan Validasi secara berkala (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran serta mengurangi eror data.

7. URUSAN KETENAGAKERJAAN 
a. Permasalahan masih tingginya pengangguran di Kota Tangerang terutama usia muda, bisa ditargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berbasis Kecamatan agar lebih spesifik, bukan agregat kota saja. 
b. Job fair yg biasa dilakukan agar bisa menjadi event job matching dan mewajibkan pelaporan berapa yang benar benar diterima. Fokus pada penempatan bukan jumlah peserta, memastikan program pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mengurangi pengagguran struktural.  
c. Job fair harus bisa dilakukan agar bisa menjadi event job meeting dan mewajibkan pelaporan berapa yang benar-benar diterima dan fokus pada penempatan bukan jumlah peserta, terkait lowongan kerja (loker) di Bandara sebaiknya  dibuka/koordinasikan di Kecamatan agar tenaga kerja lokal bisa mendapatkan kesempatan, permasalahan masih tingginya pengangguran di Kota Tangerang terutama usia muda, Dinas Tenaga Kerja harus bisa menargetkan penurunan berbasis Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)  di Kecamatan agar lebih spesifik. \

d. Melakukan update data pengangguran dan pencari kerja secara berkala, mempercepat tindak lanjut temuan dan aduan terkait pengupahan dan pemenuhan hak pekerja.
8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
a. DP3AP2KB agar bisa membuat kegiatan sosialisasi terkait keluarga berencana dengan target sasaran Gen Z, calon pengantin dan ibu muda. 
b. Perlu diperhatikan angka kenaikan persentase Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dari angka di 2024 sebesar 1.89% naik di 2025 menjadi 2.05%. Kenaikan angka ini di tengah pelaksanaan program Gampang Sembako cukup ironis karena persentase warga yang konsumsi kalorinya kurang dari kebutuhan minimum kalori harian untuk hidup sehat dan aktif justru naik. DP3AP2KB bersama Dinas Kesehatan perlu melakukan pendalaman akar masalah dari kenaikan angka prevalensi ini dan melakukan intervensi program baik berupa peningkatan program edukasi untuk kasus terkait masalah rendahnya literasi masyarakat untuk mengkonsumsi kalori harian dalam jumlah cukup maupun intervensi pemberian makanan untuk warga yang membutuhkan.  
c. Meningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, dan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan/Ibu.
9. URUSAN KETAHANAN PANGAN, 
a. Memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan pokok lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, serta pelaku distribusi guna mengantisipasi gejolak harga dan gangguan pasokan. 

b. Optimalisasi program cadangan pangan perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah maupun sistem distribusinya. Cadangan pangan tersebut harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung penanganan kondisi darurat, bencana, serta kerawanan pangan di masyarakat. 

c. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap beras. Program edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) perlu terus diperluas kepada masyarakat. 

d. Peningkatan pemberdayaan kelompok tani, urban farming, dan pelaku usaha pangan lokal perlu menjadi prioritas, melalui dukungan pelatihan, akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Hal ini penting untuk meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. 

e. Pengawasan terhadap keamanan pangan harus diperketat, terutama terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan rutin di pasar tradisional maupun modern. 

f. Penguatan sistem data dan informasi pangan berbasis digital perlu dikembangkan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. 

g. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengolahan hasil pertanian melalui pengembangan UMKM, termasuk dukungan dalam aspek perizinan, pengemasan, dan pemasaran produk. 

h. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, serta pihak swasta dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

10. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
a. DLH didesak untuk melakukan audit teknis menyeluruh terhadap 387 unit kendaraan operasional guna memastikan pemeliharaan menyentuh substansi fisik mesin dan karoseri, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan serapan anggaran jasa pemeliharaan yang mencapai Rp17,2 miliar, kondisi armada di lapangan yang tidak laik jalan menunjukkan perlunya evaluasi ketat terhadap kinerja unit pengelola workshop dan penyedia jasa. Hal ini penting untuk menjamin bahwa alokasi anggaran berdampak nyata pada kesiapan operasional armada pengangkut sampah secara optimal. 

b. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu melakukan akselerasi dalam pengelolaan persampahan melalui penguatan fasilitas pengangkutan yang lebih optimal pada tahun anggaran 2026. Prioritas utama harus diarahkan pada penambahan serta peningkatan intensitas pemeliharaan truk sampah, armada bentor, dan gerobak untuk memastikan efektivitas penjemputan sampah dari lingkungan warga. Selain perbaikan sarana, DLH didesak untuk menertibkan titik-titik TPS yang tidak layak, seperti di Kelurahan Sudimara Timur dan Ciledug, serta melakukan penanganan tegas terhadap timbulan sampah ilegal di Kelurahan Sudimara Selatan. Sinergi antara modernisasi armada dan ketegasan pengawasan lapangan menjadi kunci bagi DLH dalam memberikan layanan kebersihan yang prima dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tangerang. 

c. Dinas perlu meninjau ulang metodologi penghitungan indeks "Sampah Tertangani" agar tidak hanya mencatat volume yang masuk ke TPA, tetapi juga memperhitungkan timbulan sampah di titik-titik liar. Hal ini penting agar Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencerminkan realitas lapangan secara akurat. Selain itu, DLH harus mentransformasikan capaian fisik pemantauan kualitas lingkungan menjadi transparansi data publik, di mana setiap anggaran yang terserap wajib dibuktikan dengan perbaikan parameter kimiawi air dan udara, bukan sekadar ketuntasan administrasi laboratorium.
d. Tingginya serapan anggaran pengawasan izin lingkungan dan pengelolaan B3 harus diwujudkan dalam penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi bagi perusahaan pelanggar standar mutu limbah. DLH juga direkomendasikan menetapkan standar waktu respon (response time) yang lebih cepat dalam menangani keluhan masyarakat. Pemanfaatan anggaran harus difokuskan pada penguatan unit reaksi cepat di tingkat kecamatan untuk menindak pelanggaran seperti pembakaran sampah ilegal maupun pembuangan limbah industri. 
e. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan mitra guna mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian target, baik dari sisi teknis pengolahan maupun kapasitas manajerial. Dinas perlu menerapkan sistem Penalty and Reward yang tegas serta menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang lebih ketat, di mana pembayaran jasa harus didasarkan pada output riil, seperti volume sampah yang berhasil tereduksi atau kualitas RDF yang dihasilkan, bukan sekadar berdasarkan kehadiran formalitas. Jika kinerja mitra tetap berada di bawah standar dalam kurun waktu yang ditentukan, DLH direkomendasikan untuk melakukan pemutusan kontrak dan segera melakukan proses pengadaan baru dengan kriteria kualifikasi vendor yang lebih kompeten guna menjamin keberlangsungan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. 
f. Sebagai garda terdepan pelestarian lingkungan, DLH harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur fisik oleh dinas lain mematuhi rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam pembangunan taman kota, DLH wajib berkoordinasi untuk mempertahankan fungsi resapan air (sponge city) dan menghindari betonisasi yang berlebihan  Dinas juga harus memperkuat sinkronisasi dengan instansi perhubungan dan pekerjaan umum untuk mengintegrasikan kebijakan pengendalian emisi kendaraan serta memastikan sistem drainase perkotaan tetap bersih dari sumbatan sampah.  
11. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
a. Merekomendasikan agar Disdukcapil menetapkan dan menerapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan seragam di seluruh titik layanan, serta memperluas program layanan jemput bola berbasis wilayah dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. 
b. Disdukcapil juga perlu mempercepat integrasi sistem layanan digital guna mengurangi antrean, meminimalisir ketergantungan pada layanan manual, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, pemutakhiran data kependudukan secara berkala harus dilakukan dan diintegrasikan dengan seluruh perangkat daerah dalam kerangka Satu Data Indonesia. 
c. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Disdukcapil perlu mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan mekanisme tindak lanjut yang terukur, monitoring berbasis data, serta publikasi yang transparan.
12. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
a. Merekomendasikan agar Kesbangpol mengubah pendekatan program dari yang bersifat seremonial menjadi berbasis perubahan perilaku masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyusun indikator kinerja yang terukur seperti indeks toleransi sosial, literasi politik, dan potensi konflik. 
b. Kesbangpol juga perlu membangun sistem deteksi dini konflik sosial berbasis data dan teknologi, serta mengembangkan database organisasi kemasyarakatan DPRD Kota Tangerang menegaskan bahwa kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik masih menunjukkan capaian administratif yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelayanan, efektivitas program, dan dampak nyata bagi masyarakat.
13. URUSAN PERHUBUNGAN
a. Dinas Perhubungan (Dishub) perlu melakukan audit mendalam terhadap Program Penyelenggaraan LLAJ guna mengidentifikasi penyebab SiLPA sebesar Rp16 Miliar yang mengindikasikan inefisiensi estimasi biaya kontrak. Dinas diwajibkan menyerahkan rincian penggunaan anggaran subsidi Bus Tayo dan Si Benteng untuk memastikan bahwa sisa anggaran tersebut murni merupakan efisiensi biaya, bukan akibat penurunan kualitas layanan atau pengurangan ritase perjalanan yang merugikan masyarakat. 

b. Guna meningkatkan serapan operasional penertiban, Dishub didorong segera merevisi regulasi internal dan penyesuaian SK Walikota agar jumlah personel gabungan di lapangan kembali optimal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tonase kendaraan dan parkir liar menjadi kunci untuk menjaga umur teknis jalan. Tanpa pengawasan yang memadai, beban anggaran pemeliharaan jalan akan terus meningkat akibat kerusakan dini yang disebabkan oleh kendaraan melebihi kapasitas beban. 

c. Meskipun target fisik mencapai 100%, efektivitas program angkutan umum harus terukur secara transparan melalui laporan tingkat keterisian penumpang (load factor) bulanan per koridor. Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi rute (rerouting) secara berkala, khususnya pada jalur yang sepi penumpang, agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Transformasi ini bertujuan memastikan transportasi massal mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan secara signifikan.
d. Mengingat serapan anggaran inspeksi keselamatan yang belum maksimal, Dishub diwajibkan melakukan inventarisasi ulang terhadap titik rawan kecelakaan (black spot), terutama di wilayah berkepadatan tinggi seperti Benda dan Cipondoh. Sisa anggaran tahun sebelumnya harus dialokasikan kembali pada 2026 untuk memperkuat fasilitas keselamatan jalan secara preventif, mencakup pemasangan pagar pengaman (guardrail), marka jalan, serta perluasan jangkauan Penerangan Jalan Umum (PJU).
e. Untuk mengatasi maraknya parkir liar dan keterbatasan personel, Dishub didorong mempercepat implementasi sistem parkir elektronik (smart parking) di lokasi potensial. Digitalisasi ini bertujuan menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efisien. Dengan integrasi teknologi, diharapkan ketergantungan pada penertiban konvensional berkurang sekaligus meningkatkan disiplin pengguna jalan dalam memanfaatkan ruang publik.
f. Dishub perlu memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama perbaikan cepat pada lampu padam di area rawan kriminalitas. Terkait program hibah PJU Tenaga Surya (PJUTS) dari pusat, dinas harus melakukan koordinasi ketat mengenai mekanisme perawatannya. Apabila Pemerintah Daerah tidak memiliki kesiapan anggaran atau teknis untuk pemeliharaan aset hibah tersebut, disarankan untuk tidak menerima program serupa di masa mendatang guna menghindari mangkraknya fasilitas tersebut.

g. Munculnya titik kemacetan baru pada tahun 2025 memerlukan perhatian serius dari Dinas Perhubungan, terutama yang disebabkan oleh kerusakan lampu lalu lintas maupun penempatan posisi yang kurang ideal. Selain itu, diperlukan kajian mendalam untuk pemasangan lampu lalu lintas baru pada persimpangan strategis yang saat ini belum memiliki perangkat pengatur tersebut. Sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan jalan, Dinas Perhubungan diharapkan  dapat  menambah  alokasi  pengadaan kaca cembung pada anggaran tahun 2026, khususnya untuk jalan-jalan lingkungan yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan tinggi.
14. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
a. Merekomendasikan agar Diskominfo menyusun masterplan integrasi sistem digital pemerintahan (SPBE) yang memastikan seluruh aplikasi perangkat daerah tidak berjalan parsial, tetapi saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal. 
b. Pengembangan aplikasi baru yang tidak terintegrasi perlu dihentikan dan fokus dialihkan pada optimalisasi sistem yang sudah ada serta peningkatan interoperabilitas. 
c. Selain itu, Diskominfo perlu memperkuat keamanan informasi dan sistem persandian, khususnya pada aplikasi yang mengelola data strategis pemerintah daerah. 
d. Dalam bidang komunikasi publik, pendekatan harus diarahkan berbasis kebutuhan masyarakat dan respons terhadap isu publik, bukan sekadar produksi konten. 
e. Diskominfo juga perlu membangun dashboard data terintegrasi Kota Tangerang sebagai pusat data pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah.

15. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
a. Kami mengapresiasi berbagai program yang telah dilaksanakan, namun demikian, Kami memandang bahwa pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara sistemik.
b. Terkait data UMKM. belum memiliki basis data yang benar-benar akurat, mutakhir, dan terintegrasi, padahal, tanpa data yang valid, kebijakan hanya akan bersifat asumtif., kami menegaskan pentingnya pembangunan data UMKM berbasis by name by address yang terintegrasi dengan sistem nasional.
c. Masih tingginya jumlah UMKM yan belum memiliki legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program fasilitasi perizinan belum berjalan optimal. Kami meminta adanya percepatan signifikan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal, dan izin edar, sehingga UMKM Kota Tangerang dapat naik kelas dan bersaing secara legal di pasar yang lebih luas.
d. Kondisi koperasi di Kota Tangerang memerlukan perhatian serius. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), bahkan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Kami memandang perlu adanya audit menyeluruh dan langkah tegas, termasuk pembubaran koperasi yang tidak sehat serta pengembangan koperasi modern yang relevan dengan kebutuhan ekonomi perkotaan.
e. Akses permodalan bagi UMKM masih sangat terbatas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha kecil di lapangan. Untuk itu, Kami mendorong Pemerintah Daerah membentuk skema pembiayaan daerah yang lebih inklusif, termasuk dana bergulir dan penjaminan kredit bagi UMKM yang belum bankable.
f. Digitalisasi UMKM yang selama ini dilakukan cenderung bersifat seremonial. Pelatihan yang diberikan belum mampu mendorong peningkatan omzet secara nyata. Kami menegaskan bahwa ke depan, setiap program digitalisasi harus memiliki output yang jelas, yaitu UMKM benar-benar aktif berjualan di platform digital seperti Tokopedia dan Shopee, serta mendapatkan pendampingan berkelanjutan.
g. Kami menilai bahwa program pelatihan UMKM masih belum berbasis kebutuhan pasar. Harapannya bahwa pelatihan harus diarahkan pada peningkatan daya saing nyata, seperti kemampuan digital marketing, pengemasan produk, branding, dan manajemen keuangan.
h. Sebagai kota penyangga Jakarta, Kota Tangerang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Namun, hingga saat ini akses pasar bagi UMKM lokal masih terbatas. Kami meminta agar Pemerintah Daerah mewajibkan pusat perbelanjaan dan ritel modern untuk memberikan ruang bagi produk UMKM lokal, serta mengoptimalkan belanja pemerintah melalui e-katalog lokal.
i. Pengembangan UMKM di Kota Tangerang masih berjalan secara parsial dan tidak terklaster. Padahal, pendekatan klaster berbasis wilayah akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Oleh karena itu, kami mendorong pembentukan sentra dan klaster UMKM sesuai potensi masing-masing wilayah.
j. Kami juga menyoroti lemahnya monitoring dan evaluasi program. Karena keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari dampak nyata, seperti peningkatan omzet, kenaikan kelas usaha, dan penyerapan tenaga kerja.
16. URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
a. Merekomendasikan agar DPMPTSP menyusun roadmap investasi daerah berbasis wilayah dan sektor prioritas yang memuat sektor unggulan, sebaran investasi, serta target penyerapan tenaga kerja lokal. 
b. Selain itu, DPMPTSP perlu membangun sistem pendampingan UMKM terpadu yang mencakup proses legalisasi usaha, perizinan, hingga integrasi dengan akses pembiayaan dan pemasaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, DPMPTSP diminta mengembangkan indikator berbasis outcome, tidak hanya pada kecepatan pelayanan izin, tetapi juga pada dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, dan pemerataan ekonomi. 
c. Selanjutnya, penguatan layanan perizinan inklusif baik secara online maupun offline harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara atau calo. 
d. DPMPTSP juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha yang telah diterbitkan untuk memastikan kesesuaian dengan tata ruang, dampak sosial, serta kepatuhan terhadap regulasi.

17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. 

a. Meningkatkan program kepemudaan berbasis kelurahan yang meliputi keterampilan, kepemimpinan, kewirausahaan dan pengembangan karakter pemuda.
b. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha, akses permodalan dan pendampingan.
c. Membuat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan setiap pembinaan kepemudaan.
d. Mengidentifikasi cabang olah raga yang bisa dikembangkan menjadi cabang olah raga prestasi yang bisa membawa nama baik daerah kota Tangerang.
e. Mendorong pembentukan kelompok olahraga masyarakat disetiap wilayah.
f. Mengidentifikasi setiap ruang milik pemerintah yang berpotensi untuk dipakai sebagai fasilitas olah raga.
18. URUSAN KEARSIPAN 

Penambahan tenaga ahli arsiparis menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan dibandingkan volume arsip dan tuntutan digitalisasi.
19. URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA
a. Merekomendasikan agar Pemerintah Kota melalui BPBD melakukan reformulasi struktur anggaran dengan mengurangi dominasi belanja penunjang dan secara bertahap mengalihkan fokus pada program mitigasi bencana, penguatan ketahanan wilayah rawan, serta pengembangan sistem penanganan pascabencana. 
b. Selain itu, BPBD diminta segera menyusun dan menetapkan peta risiko bencana berbasis wilayah (risk mapping) yang terintegrasi dengan perangkat daerah teknis sebagai dasar perencanaan pembangunan. 
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan bencana, BPBD juga perlu membangun sistem informasi kebencanaan terintegrasi berbasis data real-time yang mendukung deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 
d. BPBD perlu meningkatkan kualitas perencanaan pascabencana dengan memastikan penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan riil masyarakat terdampak, serta mewajibkan pemeliharaan rutin sarana dan kendaraan operasional dengan indikator kinerja yang terukur guna menjaga kesiapsiagaan.
20. URUSAN PELAYANAN ADMINISTRATIF UMUM PEMERINTAHAN 
a. Sekretariat Daerah memperkuat tata kelola pemerintahan dengan memastikan perencanaan dan pelaksanaan program disusun berbasis kesiapan kegiatan serta memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga tidak terdapat lagi kegiatan dengan realisasi rendah tanpa evaluasi. 
b. Selain itu, peningkatan kualitas SDM aparatur perlu dilakukan melalui program yang terukur dan berbasis kebutuhan, dengan penilaian kinerja yang berorientasi pada hasil kerja.
c. Memperkuat fungsi koordinasi lintas OPD melalui sistem monitoring berbasis digital yang transparan dan terukur, serta memastikan setiap rapat koordinasi menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Pengelolaan aset, pelayanan hukum, hibah dan bantuan sosial harus dilakukan secara lebih akuntabel dan berbasis dampak. 
d. Pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan perlu ditingkatkan, serta pengawasan terhadap BUMD diperkuat agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap daerah.
21. URUSAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNSI DPRD
a. Agar Sekretariat DPRD memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana kantor serta fasilitas penunjang kebutuhan pegawai, khususnya perangkat komputer dan perlengkapan elektronik lainnya, guna mendukung optimalisasi tugas fasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
b. Selain itu, mendorong agar Sekretaris DPRD mengembangkan dan meningkatkan sistem absensi serta penerimaan tamu berbasis online/digital secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi, transparansi, serta memastikan bahwa setiap kunjungan tamu sesuai dengan mekanisme dan surat tugas yang berlaku.

22. URUSAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
a. Merekomendasikan agar Inspektorat segera menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) dengan prioritas pada perangkat daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi. 
b. Inspektorat juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. 
c. Setiap hasil pengawasan harus disertai tindak lanjut yang terukur, memiliki batas waktu yang jelas, serta dievaluasi secara berkala. Selain itu, perlu diterapkan sanksi tegas bagi perangkat daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. 
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat juga perlu mengintegrasikan sistem pengawasan dengan sistem digital pemerintahan daerah.

23. URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
a. DPRD Kota Tangerang merekomendasikan agar Bappeda memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan memastikan bahwa setiap program tidak hanya mencapai target administratif, tetapi benar-benar berdampak pada penyelesaian persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, banjir, dan sinkronisasi pembangunan. 
b. Penetapan indikator kinerja perlu diperbaiki agar lebih realistis, menantang, dan berbasis outcome, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh OPD.
c. Selain itu, pengelolaan anggaran perlu difokuskan pada efektivitas dan manfaat, bukan hanya serapan, dengan meningkatkan porsi belanja yang mendukung sistem perencanaan berbasis data dan digital. 
d. Program penelitian dan inovasi daerah juga perlu diperkuat agar hasilnya dapat digunakan dalam kebijakan nyata. Di sisi lain, sistem monitoring dan evaluasi harus dioptimalkan secara digital agar lebih akurat, terintegrasi, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

24. URUSAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
a. Untuk terus mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan wajib Pajak dan Retribusi daerah secara lebih akurat, berbasis digital, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
b. Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, diperlukan inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, termasuk pemanfaatan aset daerah secara produktif dan kerja sama dengan pihak ketiga yang tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini mencakup penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terukur serta penguatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
d. Perlu adanya penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah guna meminimalisir terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran, serta meminimalisir terjadinya penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.
f. Meningkatkan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui integrasi data lintas instansi.
g. Membuat program pemutihan dan keringanan piutang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB-P2 ) kepada masyarakat individu dengan cara penghapusan dan pemberian diskon berdasarkan tahun piutang misalnya penghapusan 100 % untuk tunggakan Tahun 2012 kebawah dan pemberian diskon serta penghapuan denda untuk Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2025, dengan ketentuan dibayar lunas, hal ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
h. Memperkuat pengawasan dan validasi nilai transaksi BPHTB untuk mencegah potensi kehilangan penerimaan.
i. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam optimalisasi penerimaan opsen PKB dan opsen.
j. Untuk terus meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah melalui penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan aset yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aset tercatat secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
k. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu menjadi perhatian utama, khususnya terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau kurang produktif.
l. Melakukan inventarisasi menyeluruh serta mendorong skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
m. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian status hukum aset daerah, terutama terkait sertifikasi tanah dan legalitas kepemilikan lainnya. Upaya ini penting untuk meminimalisir potensi sengketa serta memberikan kepastian hukum atas aset milik Pemerintah Daerah.
n. Pengamanan aset daerah, baik secara administratif, fisik, maupun hukum, harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Tangerang perlu memperkuat pengawasan internal serta melakukan penertiban terhadap penggunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
o. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan aset, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani barang milik daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, sehingga mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pengelolaan aset yang semakin kompleks.
p. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, serta memastikan keselarasan antara Perencanaan kebutuhan aset dengan prioritas Pembangunan Daerah.
q. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan DPRD dalam proses evaluasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah, guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
25. URUSAN KEPEGAWAIAN 

a. Merekomendasikan agar BKPSDM meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN, khususnya pelatihan yang berbasis kebutuhan jabatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
b. BKPSDM juga perlu mengembangkan indikator kinerja ASN yang tidak hanya berbasis disiplin administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
c. Implementasi sistem merit dan manajemen talenta harus dilakukan secara transparan melalui publikasi mekanisme serta akuntabilitas dalam proses rotasi dan promosi. 
d. Selain itu, optimalisasi platform digital seperti Gorvu perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan secara merata dalam pengembangan kompetensi ASN. 
e. BKPSDM juga perlu menyusun program peningkatan budaya kerja profesional berbasis pelayanan dengan didukung sistem reward and punishment yang jelas.

26. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
a. Menyusun rencana yang komprehensif untuk mendata,   melindungi dan memelihara karakteristik bangunan yg bernilai sejarah.
b. Membentuk Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat agar terjadi kolaborasi antar seniman, antar kelompok budaya dan industri kreatif untuk memperkaya ragam karya budaya.
c. Mengembangkan dan memetakan ragam jenis wisata seperti wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya, wisata kreatif dan lain-lain.
d. Mengembangkan destinasi wisata baru beserta sarana pendukungnya, gar bisa menggali potensi budaya di Kota Tangerang
e. Jika memang kegiatan tahunan tidak bisa mengangkat nilai budaya di Kota Tangerang, agar bisa mencari kegiatan lain.
f. Disbudpar agar bisa menjadi pelopor sister city, menggali potensi kerjasama budaya dari penandatanganan MoU Kota Tangerang dengan Kota Yantai pada tanggal 24 April 2024 sesuai berita yang dirilis di halaman resmi tangerangkota.go.id dan memberikan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, dan pendanaan bagi pelaku seni, budaya, dan pengelola komunitas budaya lokal, melakukan perbaikan perawatan dan optimalisasi cagar budaya, museum dan pusat kebudayaan agar lebih menarik dan terawat.
g. Pemerintah Kota Tangerang perlu meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata lokal, baik wisata budaya, sejarah, maupun wisata buatan, melalui penataan kawasan yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.
h. Mendorong optimalisasi sinergi antara sektorpariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam pengembangan wisata kuliner, event kreatif, dan produk UMKM lokal sebagai daya tarik wisata unggulan.
i. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana transportasi menuju destinasi wisata.
j. Perlu dilakukan penguatan strategi promosi berbasis digital, termasuk pemanfaatan media sosial, platform pariwisata, serta branding kota untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
k. Peningkatan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku usaha, Komunitas, Akademisi, dan Media dalam pengembangan sektor pariwisata secara terpadu.
l. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program pariwisata, termasuk pengukuran dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
m. Diperlukan program pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata guna meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme sumber daya manusia.
27. URUSAN PERINDUSTRIAN
a. Meningkatkan efektivitas program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), khususnya dalam aspek pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap permodalan dan pemasaran. Hal ini penting untuk mendorong daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. 
b. Perlu dilakukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri, dunia usaha, dan lembaga pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia industri. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri (link and match) diharapkan dapat terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi industri.
c. Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, guna menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, penyediaan infrastruktur pendukung industri perlu menjadi prioritas.
d. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses produksi, pemasaran, serta promosi produk industri lokal melalui digitalisasi industri, sehingga pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
e. Pengawasan terhadap kegiatan industri perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan perizinan, guna memastikan keberlanjutan pembangunan industri yang ramah lingkungan.
f. Meningkatkan kualitas data dan informasi sektor pe industrian sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
28. URUSAN PERDAGANGAN 
a. Memperkuat sistem pemantauan harga dan stok barang secara real-time, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga, terutama pada momen hari besar keagamaan dan kondisi tertentu.
b. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang, khususnya terkait barang kedaluwarsa, barang ilegal, dan praktik perdagangan yang merugikan konsumen, melalui sinergi lintas perangkat daerah dan instansi terkait.
c. Memperluas program pembinaan, pelatihan, dan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk fasilitasi akses pasar berbasis teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta.
d. Perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan pasar rakyat, termasuk revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta penataan pedagang kaki lima agar lebih tertib dan terintegrasi.
e. Mengembangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi untuk mendukung transparansi data, efisiensi distribusi, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
f. Diharapkan sektor perdagangan dapat terus didorong sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, kemudahan perizinan, serta penguatan konektivitas antar wilayah.
29. URUSAN KEWILAYAHAN 
DPRD Kota Tangerang menegaskan bahwa kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik masih menunjukkan capaian administratif yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelayanan, efektivitas program, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, merekomendasikan agar: 
a. Seluruh kecamatan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggeser orientasi dari sekadar pemenuhan target administratif menuju pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis kepuasan masyarakat, termasuk melalui penguatan digitalisasi layanan dan sistem pengaduan yang terintegrasi.
b. Selanjutnya, fungsi koordinasi kewilayahan perlu diperkuat agar lebih berbasis data dan mampu menyelesaikan persoalan riil masyarakat melalui sinergi lintas sektor, tidak hanya bersifat administratif. Dalam aspek perencanaan, kecamatan harus menyusun program yang lebih adaptif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah wilayah, bukan sekadar rutinitas tahunan.
c. Dalam pengelolaan anggaran, mendorong agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan menekan dominasi belanja operasional serta memastikan penggunaan anggaran berbasis efektivitas dan manfaat.
d. Program pemberdayaan masyarakat juga perlu diarahkan menjadi lebih produktif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan indikator yang mampu mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. 
e. Di sisi lain, inovasi pelayanan harus terus dikembangkan, khususnya melalui integrasi sistem digital dan model pelayanan yang lebih adaptif.
f. Dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, kecamatan perlu mengedepankan pendekatan preventif berbasis data, serta mengukur kinerja berdasarkan dampak nyata di masyarakat. 
g. Tata kelola pemerintahan harus diperkuat melalui pemanfaatan data, integrasi program, dan peningkatan kapasitas aparatur.

30. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. TANGERANG NUSANTARA GLOBAL (PT TNG)
a. Pemerintah Daerah selaku pemegang saham agar segera mendorong PT TNG untuk melakukan penataan ulang model bisnis secara menyeluruh, dengan orientasi usaha yang berbasis pada prinsip profesionalitas, efisiensi, dan profitabilitas, tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.
b. Perlu menyusun rencana bisnis (Business Plan) yang Komprehensif, berbasis analisis kelayakan usaha (Feasibility Study), serta berorientasi pada peningkatan laba perusahaan;
c. Memperkuat sistem manajemen, transparansi laporan keuangan, serta akuntabilitas kinerja guna memastikan pengelolaan perusahaan berjalan profesional dan berorientasi hasil.
d. Optimalisasi dan Evaluasi unit usaha, khususnya sektor transportasi, parkir, dan SPBU, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta potensi pendapatan.
e. Mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha pada sektor-sektor potensial yang memiliki nilai tambah ekonomi.
f. Meningkatkan laba perusahaan secara signifikan sehingga dapat memberikan deviden yang lebih optimal bagi Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham.
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG (PERUMDA) 
a. Mempercepat perluasan jaringan distribusi air bersih, khususnya pada wilayah yang hingga saat ini belum terlayani secara optimal.
b. Meningkatkan kualitas dan kontinuitas layanan, diperlukan optimalisasi kapasitas produksi serta perbaikan sistem distribusi agar mampu menyediakan layanan air bersih secara stabil selama 24 jam.
c. Pengawasan terhadap kualitas air juga harus ditingkatkan guna memastikan bahwa air yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan.
d. Percepatan rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur jaringan, termasuk penggantian pipa yang sudah tidak layak serta penurunan tingkat kehilangan air atau kebocoran.
e. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan sistem distribusi perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengendalian jaringan.
f. Pemerintah Kota Tangerang diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten, melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme manajemen. Evaluasi kinerja perusahaan perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.
g. Mendorong peningkatan kualitas layanan melalui percepatan penanganan pengaduan serta pengembangan sistem layanan berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
h. Optimalisasi sumber pembiayaan melalui diversifikasi skema pendanaan, seperti kerja sama dengan pihak ketiga maupun pemanfaatan skema pembiayaan lainnya. Dengan demikian, ketergantungan terhadap APBD dapat dikurangi.
i. Diperlukan sinergi antara program pengembangan air bersih dengan program pembangunan daerah lainnya, termasuk dalam bidang sanitasi, lingkungan hidup, dan penataan kawasan permukiman.
PERUMDA PASAR 
a. Pemerintah Kota Tangerang untuk segera menuntaskan seluruh proses administrasi serah terima aset Pasar Anyar dari Kementerian PUPR, termasuk penyelesaian dokumen legal, status kepemilikan, dan pencatatan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pemerintah Kota Tangerang memastikan kesiapan operasional Pasar Anyar secara menyeluruh sebelum difungsikan secara penuh, baik dari aspek sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan, maupun kesiapan sumber daya manusia.
c. Pemerintah Kota Tangerang diharapkan agar terus mendorong Perumda Pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasar, termasuk kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi pedagang serta masyarakat, agar pengelolaan pasar lebih modern dan representatif.
d. Perumda Pasar perlu meningkatkan kinerja keuangan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset pasar, digitalisasi sistem retribusi, serta pengembangan unit usaha baru yang potensial. 
e. Adanya percepatan pengelolaan dan penataan pasar daerah, termasuk implementasi penugasan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar milik daerah, agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
f. Peningkatan fungsi pengawasan terhadap operasional Perumda Pasar, baik oleh Dewan Pengawas maupun Pemerintah Daerah, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BUMD.
g. Perumda Pasar diharapkan lebih aktif dalam mendukung pemberdayaan pedagang kecil dan UMKM melalui fasilitasi sarana prasarana, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta inovasi program seperti pasar keliling dan digitalisasi perdagangan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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